PIMPINAN DPRD KOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG

NOMOR : 171/036-DPRD/2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,
perencanaan penyusunan Peraturan  Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program
Pemebntukan Perda Kabupaten/Kota yang
ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a
diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat I
Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4659);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerabh;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tangerang;

1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tangerang hari Selasa tanggal 31
Desember 2019;

2. Surat Walikota Tangerang Nomor. 188.24/04037-
Bag.Hukum/2019 tentang Penyampaian Usulan
Program pembentukan Peraturan Daerah Tahun
2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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KEDUA :

KETIGA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Program
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
dibebankan pada APBD Kota Tangerang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 31 Desember 2019

| Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Tangerang;

2. Tim Program Pembentukan Perda Kota Tangerang;

3. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN

PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR : 171 /036-DPRD/2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN

2020.

PEMRAKARSA
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3

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

L Anggaran 2019.

2 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun
Anggaran 2020.

Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021.

Badan
Keuangan Daerah

Pengelolaan

4 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dinas Komunikasi

dan Infomrasi

5 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan | Dinas Ketahanan
| Pagan Daerah. Pagan
© | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan | Disperindag UKM
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun | dan Dishub
| 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan | Bagian Kerjasama

Usaha Milik Daerah.

dan Perekonomian
Setda

Keuangan Daerah.

Badan
Keuangan Daerah

Pengelolaan

9 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan

_ Tangerang.

Bagian  Kerjasama
Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota | dan  Perekonomian
Setda
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan | Bagian  Kerjasama

10
- Umum Daerah Pasar Kota Tangerang
!

dan Perekonomian
Setda

1 Daerah tentang Perseroan

Il  Rancangan Peraturan 1
Daerah Tangerang Nusantara Global.

Bagian  Kerjasama
dan Perekonomian

[ o IPRVEP PN




‘l.’:

v

12 ; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
|

| Modal Kepada Perusahaan Daerah air Minum
| ' Tirta Benteng.

Dinas Perkim dan
Pertanahan
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' 13 ! Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
12016
| Perangkat Daerah.

tentang Pembentukan Dan Susunan

Bagian  Organisasi

setda

' Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang 2020-2024

Dinas PUPR

. Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial

Badan Pembentukan

16  Rancangan Peraturan Daerah tentang Olahraga

Disabilitas.

| Perda DPRD
. 17 Rancangan Peraturan Daerah tentang | Badan Pembentukan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang | Perda DPRD
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18 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan

Badan Pembentukan

v ' dan penanggulangan penyakitan menular TB HIV. | Perda DPRD
19 | Rancangan Peraturan Daerah tentang | Badan Pembentukan
7‘£qtenagakerjaan. Perda DPRD
; 20 Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan | Badan Pembentukan
. Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Perda DPRD
| 21 AEa_ncangan Peraturan Daerah tentang | Badan Pembentukan
_!A Penyelenggaraan Transportasi Perda DPRD




